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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini yakni bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Saksi dalam proses peradilan pidana setelah
berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban yakni dalam prakteknya tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum

dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sebagai berikut:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,
serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikannya.

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan.

c. memberikan keterangan tanpa tekanan.

d. mendapat penerjemah.

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.

f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.

g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
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h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

i. mendapat identitas baru.

J.  mendapatkan tempat kediaman baru.

k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

I.  mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan

berakhir.

Selain itu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi juga seperti

yang diatur dalam ketentuan KUHAP antara lain:

a. Jika Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak
dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik akan
datang ke tempat kediamannya.

b. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan
atau dalam bentuk apapun.

c. Jika saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, akan mendapat

penterjemah.

Kendala yang dihadapi terkait perlindungan hukum terhadap Saksi dalam proses
peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban:

a. Kendala yuridis, terdiri atas:
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1. Hak saksi dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban masih terbatas diberikan kepada saksi tindak pidana
tertentu  antara lain: tindak pidana  korupsi, tindak pidana
narkotika/psikotropika dan tindak pidana terorisme.

2. Tidak adanya ketentuan pemberian penterjemah bagi Saksi yang menderita
cacat seperti buta dan/atau tuli.

3. Adanya kendala berkaitan dengan kurangnya dana.

4. Belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
secara merata di setiap daerah di Indonesia.

b. Kendala non vyuridis yakni kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala kerendahan hati

memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mendukung pelaksanaan perlindungan Saksi yang diatur
dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, terutama memberikan dukungan dana bagi LPSK dalam rangka
pemenuhan hak Saksi.

2. Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban perlu ditingkatkan sehingga masyarakat mengetahui dan

memahami prosedur pengajuan permohonan perlindungan Saksi.
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3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebaiknya dibentuk di
setiap wilayah di Indonesia dan meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait yang berwenang sehingga dapat memperlancar upaya perlindungan

terhadap Saksi.
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Lok : ;ﬁmn 18 Oktober s/d 18 Januari 2011

Walktu 1 Mulai tanggal :

Dengan ketentuan :

1. Manyerahkan sural keleranganin survelpenalitian/pendataanipengembangan/penghkajian/studi lapangan *)
mpmmwmwawmmmMvamwmmmn

Murqramm softcopy hasil peneliiannya kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakara melalul Biro
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MARLA IAWATI LIM
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